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ABSTRAK 

 

Perawati/222014311/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 

Penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota di 

sumatera selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis dokumentasi berupa data laporan realisasi APBD yang di dapat 

melalu softcopy file, PAD, DAU, DAK, TFDP, Rasio Kemandirian. Hasil penelitian pada 

PEMKAB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa: 1) pendapatan asli daerah 

berpengaruh 17,1% terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. 2) dana alokasi 

umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. 3) dana 

alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat 

Kemandirian Keuangan 
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PRAKATA 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 Segala puji bagi Allah SWT. berkat rahmatnya penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera 

Selatan”. Penyususan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. 

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu kata kunci 

untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK. Kemandirian keuangan 

daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah 

terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dari pinjaman.. Berdasarkan hasil 

pembahasan yang diperoleh, bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan 

mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan. Hasil uji secara parsial diperoleh 

bahwa pendapatan asli daerah positif dan signifikan mempengaruhi tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat kemandirian keuangan. Dan dana alokasi khusus negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar 

terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah 

yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah 

dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemandirian keuangan 

daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan 

pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka 

asas desentralisasi. 

  Otonomi daerah, pemerintah lebih berhak dalam membuat kebijakan-

kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak-hak 

dalam pengelolaan roda pemerintah daerah ini tentunya harus diimbangi 

dengan peningkatan tanggung jawab diantaranya adalah upaya pemerintah 

daerah dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai 

program-program yang dijalankannya. Peningkatan kemandirian daerah 

tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya 

akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik. 

  Menurut Abdul (2014: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
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daerah, kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 Pendapatan asli daerah merupakan hal utama dalam mengukur tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi umum serta berbagai 

bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi 

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan 

daerahnya semakin kecil. Semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, 

maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Pendapatan asli daerah itu sendiri 

merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan 

daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan daerah tersebut 

dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan 

asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber 

pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat 

mencerminkan kondisi ril daerah. Jika struktur pendapatan asli daerah sudah 

kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga. 

  Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  
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  Menurut Abdul (2014: L-5) Kemandirian keuangan daerah (otonomi 

fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar 

kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari 

pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan 

demikian pula sebaliknya. 

  Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah 

karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui 

kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi 

permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali 

olleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan 

kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Kemandirian 

keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan 

adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri 

dalam memenuhi kebutuan daerah masing-masing. Begitu pula dengan 
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keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-

masing daerah dapat mencapi suatu kemandirian keuangan daerah. 

  Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu 

adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat memberikan 

bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Salah satunya dengan pemberian 

dana alokasi umum. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum 

dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah 

tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih 

besar kepada dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dalam 

mendanai belanja daerah. 

  Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah 

antara lain adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah 

meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, 

sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan 

daerah juga rendah. Selain pendapatan asli daerah, hal yang mempengaruhi 

tingkat kemandirian daerah adalah dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus. Jika dana alokasi umum meningkat maka tingkat kemandirian 

keuangan daerah akan menurun. Jika dana alokasi khusus meningkat maka 

tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun, begitu sebaliknya. 

  Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasana dan Maria (2017) 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2014) menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah. 

  Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan 

bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2016) menunjukkan bahwa dana 

alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah dengan arah negatif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian 

dkk (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 

  Berdasarkan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat 

kemandirian keuangan suatu daerah, kontribusi pendapatan asli daerah 

terhadap realisasi APBD pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2013 

sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel I.1. 
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Tabel I.1 

Data realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera  

Selatan Tahun 2013-2017 

      (dalam jutaan rupiah) 
Tahun PAD DAU DAK Pendapatan 

Transfer Dana 

Perimbangan 

Lain-lain 

PAD yang 

Sah 

Rasio 

Kemandirian 

%  

2013 2.021.696 870.516 25.188 3.425.922 63.224 46,11% 

2014 2.422.673 985.542 62.754 3.809.213 112.803 48,74% 

2015 2.534.526 931.915 69.405 3.425.339 131.570 55,60% 

2016 2.546.177 1.071.421 141.702 4.022.114 85.976 42,78% 

2017 3.031.633 1.697.897 141.749 4.061.113 131.570 50,26% 

 Sumber : BPKAD, 2018 

  Berdasarkan Tabel I.1 dari Tahun 2015 ke tahun 2016 Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki kontribusi pendapatan asli daerah yang meningkat, 

namun tingat rasio kemandirian menurun. Kemudian pada tahun 2013 ke 

tahun 2015 dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 memiliki kontribusi dana 

alokasi umum yang mengikat, namun tingkat rasio kemandirian juga 

meningkat. Dan terjadi juga pada tahun yang sama dana alokasi khusus 

meningkat namun rasio kemandirian juga meningkat. 

  Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian 

sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota di  Sumatera Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah berapakah besar Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap 

Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Sumatera Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan 

pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera selatan  

D. Manfaat Penelitian 

  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Pagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah 

wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang terhadap tingkat 

kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera 

selatan. 
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2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi serta 

pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai infomasi, bahan pustaka 

dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan 

datang.    
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